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© 1.

DAN REFORMASI BIROKRASI,

bahwa Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yang
diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor
dan Angka Kreditnya sudah tidak sesuai dengan perkembangan
profesi dan tuntutan kompetensi Pemeriksa di lingkungan Badan
Pemeriksa Keuangan saat ini;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengatur
Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya dengan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);



Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 4654);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang
Pemberhentian/Pemberhentian  Sementara  Pegawai  Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);

Peraturan Pemerintan Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4332);

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4192);

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);



Memperhatikan :

Menetapkan

10.

11.

12.

=

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4019);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 164);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5135);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
dan Organisasi Kementerian Negara;

Usul Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratnya.Nomor:
65/S/1-X11/06/2010 tanggal 18 Juni 2010;

Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan
suratnya Nomor K.286-30/V.235-8/93 tanggal 12 Agustus 2010;

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMAS! BIROKRAS!I TENTANG JABATAN FUNGSIONAL
PEMERIKSA DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteriini yang dimaksud dengan:

1

Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK,
adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.



10.

Jabatan Fungsional Pemeriksa adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara
yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPK.

Pemeriksa adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

Pengendali Mutu adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa dengan
tanggung jawab terhadap mutu hasil pemeriksaan dan disandang
oleh Pemeriksa Madya atau Pemeriksa Utama.

Pengendali Teknis adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa
dengan tanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan pemeriksaan
dan disandang oleh Pemeriksa Muda atau Pemeriksa Madya.

Ketua Tim Senior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa
dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas
pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi serta disandang oleh
Pemeriksa Muda atau Pemeriksa Madya.

Ketua Tim Yunior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa
dengan tanggung jawab memimpin pelaksanaan tugas
pemeriksaan dengan kompleksitas rendah dan disandang oleh
Pemeriksa Pertama atau Pemeriksa Muda.

Anggota Tim Senior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa
dengan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dengan
kompleksitas tinggi dan disandang oleh Pemeriksa Pertama atau
Pemeriksa Muda.

Anggota Tim Yunior adalah peran yang dimiliki oleh Pemeriksa
dengan tanggung jawab melaksanakan pemeriksaan dengan
kompleksitas rendah dan disandang oleh Pemeriksa Pertama.

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan
profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai
kebenaran, kecerrnatan, kredibilitas, dan keandalan informasi
mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



11. Penilaian kinerja Pemeriksa adalah penilaian atas pelaksanaan
kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa sesuai dengan sistem
manajemen kinerja yang berlaku di lingkungan BPK.

12. Tugas-tugas pemeriksaan dengan kompleksitas rendah adalah
kegiatan dalam suatu penugasan pemeriksaan yang memerlukan
analisis dan pertimbangan profesional terhadap entitas
pemeriksaan yang lebih kecil, danlatau anggaran yang lebih
rendah, danlatau pertimbangan risiko yang lebih rendah.

13. Tugas-tugas pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi adalah
kegiatan dalam suatu penugasan pemeriksaan yang memerlukan
analisis dan pertimbangan profesional terhadap entitas
perneriksaan yang lebih besar, danlatau anggaran yang lebih
besar, danlatau pertimbangan risiko yang lebih tinggi.

14. Tim Penilai Angka Kredit Pemeriksa, yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Pemeriksa adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa.

15. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau
akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang dicapai oleh Pemeriksa
dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

16. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi.
BAB Il
RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
Pasal 2

Jabatan Fungsional Pemeriksa termasuk dalam rumpun jabatan
akuntan dan anggaran.

Pasal 3

(1 Jabatan Fungsional Pemeriksa berkedudukan sebagai pelaksana
teknis di bidang pemeriksaan dilingkungan BPK.

(2) Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh
seseorang yang telah berstatus PNS.

(3) Pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab
kepada pimpinan satuan kerja bersangkutan sesuai dengan
ketentuan organisasi dan tata kerja pelaksana BPK.



Pasal 4

(1Dugas pokok Perneriksa adalah melakukan kegiatan yang meliputi

(@)

@
)

penyusunan rencana kegiatan pemeriksaan, perencanaan
perneriksaan, pelaksanaan perneriksaan, pelaporan hasil
perneriksaan, pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan, evaluasi
pemeriksaan dan pemantauan kerugian negara/daerah.

Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Perneriksa harus mendapatkan penugasan secara tertulis
dari pirnpinan satuan kerja yang bersangkutan.

BAB 1
INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANS| PEMBINA
Pasal 5
Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pemeriksa adalah BPK.

Instansi Pembina sebagairnana dimaksud pada ayat (1) wajib
melaksanakantugas pernbinaan, antara lain rneliputi:

a. penyusunan petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pemeriksa;

b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Jabatan Fungsional
Pemeriksa;

c. penyusunan pedoman forrnasi Jabatan Fungsional Pemeriksa
dan peran;

d. penyusunandan penetapan standar kompetensi Pemeriksa;

e. pengusulan tunjangan dan batas usia pensiun Jabatan
Fungsional Perneriksa;

f.  sosialisasi Jabatan Fungsional Perneriksa;

g. penetapan kebijakan/pembinaan pendidikan dan pelatihan
(diklat) fungsional meliputi penyusunan pedoman diklat,
pengembangan kurikulurn diklat, bimbingan dan koordinasi
penyelenggaraan serta evaluasi diklat;

h. fasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa;
i. penyelenggaraan sertifikasi peran; dan

j. monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional Pemeriksa.



BAB IV
UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN
- Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Pemeriksa yang dapat dinilai angka
kreditnya, terdiri dari:

a. Pendidikan, meliputi:

1
2.

3.

Pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah;

Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pemeriksaan
serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan
Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan.

b. Pemeriksaan, meliputi:

1
2.
3.

4
5
6.
7

Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP);
Perencanaan Pemeriksaan;

Pelaksanaan Pemeriksaan;

Pelaporan Hasil Pemeriksaan;

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
Evaluasi Pemeriksaan; dan

Pemantauan Kerugian Negara/Daerah.

c. Pengembangan Profesi Pemeriksaan, meliputi:

1.
2.

Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang pemeriksaan;

Penerjemahanlpenyaduran buku dan bahan-bahan lainnya di
bidang pemeriksaan;

Bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang jabatannyaltutorial
profesi;

Kegiatan pengembangan kompetensi di bidang pemeriksaan;
dan

Partisipasi dalam pengembangan pedoman, petunjuk
pelaksanaan dan petunjuk teknis pemeriksaan.

d. Penunjang Pemeriksaan, meliputi:

1
2.

Perolehan gelar kesarjanaan lainnya;

Perolehan penghargaanitanda jasa;



(1)

2)

10.

11.

12.

Kepanitiaan pengembangan pemeriksaan danlatau
kelembagaan;

Keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Pemeriksa;

Pengajar/instruktur/narasumber  dan  penyusunan  modul
pendidikan dan pelatihan;

Keanggotaandalam organisasi profesi;
Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan;

Penyusunan/pemutakhiran dan reviu Database Entitas
Pemeriksaan (DEP);

Penelaahan hasil pengaduan masyarakat;

Pendamping konsultan dan/atau pimpinan, pejabat BPK terkait
dengan pengembanganpemeriksaan dan/atau kelembagaan;

Penyiapan bahan dan/atau pemberian keterangan ahli dalam
peradilan kasus pemeriksaan; dan

Pembuatan laporan berkala.

BAB YV
JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN PERAN
Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa dari yang paling rendah
sampai dengan paling tinggi, yaitu:

a
b.
C.
d.

Pemeriksa Pertama;
Pemeriksa Muda;
Pemeriksa Madya; dan

Pemeriksa Utama.

Jenjang pangkat dan golongan ruang Pemeriksa sebagaimana
dimaksudpada ayat (1) sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:

a

b.

Pemeriksa Pertama:

1. Penata Muda, golongan ruang iil/a; dan

2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang Ill/b.
Pemeriksa Muda:

1. Penata, golongan ruang lil/c, dan

2. Penata Tingkatl, golongan ruang lti/d.



3)

(4)

)

(2)

3)

(4)

c. Pemeriksa Madya:
1. Pembina, golongan ruang IV/a;
2. Pembina Tingkat I, golongan ruang iV/b; dan
3. Pembina Utama Muda, golongan ruang {V/c.
d. Pemeriksa Utama:
1. Pembina Utama Madya, golongan ruang {V/d; dan
2. Pembina Utama, golongan ruang V/e.

Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Pemeriksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah jenjang pangkat dan
jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk
masing-masing jenjang jabatan.

Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa untuk
pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka
kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan jabatan dan
pangkat tidak sesuai dengan jabatan dan pangkat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, Pemeriksa menjalankan
peran tertentu.

Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai
berikut:

Pengendali Mutu;
Pengendali Teknis;
Ketua Tim Senior;
Ketua Tim Yunior;

Anggota Tim Senior; atau

-~ o o o T @

Anggota Tim Yunior.

Susunan peran dalam Tim Mandiri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ditentukan sesuai kebutuhan pemeriksaan.

Kegiatan peran dalam pemeriksaan adalah sebagai berikut:
a. Pemeriksa Pertama:

1. Peran sebagai Anggota Tim Yunior;

2. Peran sebagai Anggota Tim Senior; atau

3. Peran sebagai Ketua Tim Yunior.



b. Pemeriksa Muda:
1. Peran sebagai Anggota Tim Senior;
2. Peran sebagaiKetua Tim Yunior;
3. Peran sebagai Ketua Tim Senior; atau
4. Peran sebagai Pengendali Teknis.
c. Pemeriksa Madya:
1. Peran sebagaiKetua Tim Senior;
2. Peran sebagai Pengendali Teknis; atau
3. Peran sebagai Pengendali Mutu.
d. Pemeriksa Utama dengan peran sebagai Pengendali Mutu.
(5) Pelaksanaan peran Pemeriksa diatur lebih lanjut dalam keputusan
Sekretaris Jenderal BPK RI.
BAB VI
UNSUR DAN RINCIAN KEGIATAN YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT
Pasal 9

(1) Unsur kegiatan yang dinilai.dalam pemberian angka kredit terdiri
dari:

a. unsur utama; dan
b. unsur penunjang.
(2) Unsur utama terdiri atas:
a. pendidikan;
b. pemeriksaan; dan
c. pengernbangan profesi Pemeriksa.

(3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan
tugas Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d.

(4) Rincian kegiatan Pemeriksa dan angka kredit masing-masing unsur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana
tersebut dalam Lampiran | Peraturan Menteri ini.



Pasal 10

(1) Rincian kegiatan Pemeriksa yang dinilai sesuai dengan jenjang
jabatannya, sebagai berikut:

a. PemeriksaPertama:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan
RKP;

Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan
tema pemeriksaan;

Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan
proposal pemeriksaan;

Mengumpulkandata dalam rangka penyusunan RKP;
Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan revisi RKP;

Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan tema
pemeriksaan;

Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan proposal
pemeriksaan;

Melaksanakan administrasi penyusunan P2 AKN atau P2
Perwakilan;

Menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan
kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan;

Menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan
kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan;

Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah
dalam pemeriksaan pendahuluan;

Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi
dalam pemeriksaanpendahuluan;

Menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan
kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan;

Menyusun KKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan
kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan;

Melakukan pembahasan atas hasil pengawasan intern;

Melakukan reviu atas LHP terdahulu;
11



17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.
25.
26.

Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah
dalam pelaksanaan pemeriksaan;

Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggi
dalam pelaksanaan pemeriksaan;

Menyiapkan bahan penyusunan IHPS;
Melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP;

Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP dalam
pemeriksaandengan kompleksitas rendah;

Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP dalam
pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi;

Melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak
lanjut;

Menyiapkan bahan pemantauan tindak lanjut;
Melaksanakan pemantauantindak lanjut;

Menyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian ganti
kerugian negaraldaerah; dan

27. Melaksanakan pemantauan proses penyelesaian ganti
kerugian negaraldaerah.

Pemeriksa Muda:

1. Menyusun tema pemeriksaan;

2. Menyusun proposal pemeriksaan;

3. Menyusun usulan RKP;

4. Melakukan reviu atas hasil reviu Anggota Tim terhadap
LHP terdahulu;

5. Menyusun program pemeriksaan pendahuluan;

6. Memimpin pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dengan
kompleksitas rendah;

7. Memimpin pelaksanaan pemeriksaan pendahuluan dengan
kompleksitas tinggi;

8. Mengesahkan PKP Anggota Tim untuk tugas-tugas
pemeriksaan dengan kompleksitasrendah;

9. Mengesahkan PKP Anggota Tim untuk tugas-tugas

pemeriksaandengan kompleksitas tinggi;



10.

11.

13.
14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.
23.
24,

25.

26.

27.

Mereviu KKP Anggota Tim dalam pemeriksaan
pendahuluan;

Menyusun laporan pemeriksaan pendahuluan dengan
kompleksitas rendah;

Menyusun laporan pemeriksaan pendahuluan dengan
kompleksitas tinggi;

Melakukan komunikasi dengan Tim Pemeriksaan terdahulu;
Mereviu hasil pembahasan atas hasil pengawasan intern;
Menyusun konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan,

Memimpin pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas
rendah;

Memimpin pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksitas
tingg;

Menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa dan
kebenaran matematis dalam konsep LHP untuk
pemeriksaan dengan kompleksitas rendah;

Menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa dan
kebenaran matematis dalam konsep LHP untuk
pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi;

Menyusun konsep LHP sesuai unsur-unsur temuan seperti
kondisi, kriteria, sebab dan akibat;

Menyiapkan usulan konsep rekomendasi BPK;
Menyiapkan konsep surat keluar;
Menyiapkan konsep bahan penyusunan IHPS;

Melaksanakan evaluasi laporan hasil pelaksanaan
pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP);

Melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari
entitas yang diperiksa;

Menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari
entitas yang diperiksa;

Membuat penilaian Anggota Tim atas pelaksanaan
pemeriksaan dengan kompleksitas rendah;

Membuat penilaian Anggota Tim atas pelaksanaan
pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi;

13



29.

30.

Memimpin pemantauan proses penyelesaian ganti kerugian
negaraldaerah; dan

Menyusun laporan  pemantauan ganti  kerugian
negaraldaerah.

Pemeriksa Madya:

1
2
3
4,
5
6

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.
18.

19.

Mengusulkan RKP;

Mengusulkan revisi RKP;

Mengusulkan tema pemeriksaan;

Mengusulkan proposal pemeriksaan;

Mengusulkan strategi pemeriksaan;

Mereviu konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dari Ketua
Tim;

Mereviu konsep program pemeriksaan pendahuluan dari
Ketua Tim;

Melakukan supervisi pemeriksaan pendahuluan;

Mereviu KKP Anggota tim dalam pemeriksaan pendahuluan
yang telah direviu oleh Ketua Tim;

Mereviu konsep laporan pemeriksaan pendahuluan dari
Ketua Tim;

Mengendalikanteknis pelaksanaan pemeriksaan;

Mereviu konsep LHP dari segi unsur temuan dan kaidah
bahasa pelaporan;

Mereviu usulan konsep rekomendasi BPK dari Ketua Tim;
Menyusunkonsep Pelaporan Informasi Rahasia;

Melakukan pembahasan atas usulan konsep rekomendasi
BPK;

Analisa dan reviu konsep LHP;
Membuat surat keluar;

Menyusun laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan
pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP);

Mereviu laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari
entitas yang diperiksa;



20. Menilai kinerja Ketua Tim;
21. Melakukan reviu silang (Antar Pengendali Teknis); dan

22. Mereviu  laporan pemantauan ganti kerugian
negara/daerah.

Pemeriksa Utama:

Mereviu RKP;

Mereviurevisi RKP;

Mereviu tema pemeriksaan;
Mereviu proposal pemeriksaan;
Mereviu strategi pemeriksaan;

o a kA w N PRF

Mereviu dan menyetujui konsep P2 AKN atau P2
Perwakilan dari Pengendali Teknis;

7. Mereviu dan menyetujui konsep program pemeriksaan
pendahuluan dari Pengendali Teknis;

8. Mengarahkan pemeriksaan pendahuluan;
9. Mengarahkan pengumpulan data dan informasi;

10. Mereviu dan menyetujui konsep laporan pemeriksaan
pendahuluan dari Pengendali Teknis;

11. Mengendalikanmutu pelaksanaan pemeriksaan;
12. Mereviu usulan konsep rekomendasi BPK;

13. Mereviu kesesuaian LHP dengan Standar Pemeriksaan
Keuangan Negara (SPKN);

14. Mereviu dan menyetujui LHP;

15. Mereviu dan menyetujui laporan penelaahan jawaban
tindak lanjut dari entitas yang diperiksa;

16. Melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK);
17. Mereviu konsep pelaporan informasi rahasia;
18. Mereviu konsep bahan penyusunan IHPS;

19. Mereviu laporan evaluasi atas hasil pelaksanaan
pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP);

20. Mereviu dan menyetujui laporan pemantauan ganti
kerugian negara/daerah,;

21. Menilai kinerja Pengendali Teknis; dan

22. Melakukan reviu silang (Antar Pengendali Mutu).



(2) Pemeriksa Pertama sampai dengan Pemeriksa Utarna yang
melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dan penunjang
tugas Pemeriksa diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut
dalam Lampiran | Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

Apabila pada suatu satuan kerja tidak terdapat Pemeriksa yang sesuai
dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 pada ayat (1), Pemeriksa lain yang berada 1
(satu) tingkat di atas atau 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatannya
dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara
tertulis dari pimpinan satuan kerja yang bersangkutan.

Pasal 12

Penilaian angka kredit atas hasil penugasan sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 11, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pemeriksa yang melaksanakan tugas Pemeriksa 1 (satu) tingkat di
atas jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan
sebesar 80% (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir
kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran .

b. Pemeriksa yang melaksanakan tugas Pemeriksa 1 (satu) tingkat di
bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan
sebesar 100% (seratus persen) dari angka kredit setiap butir
kegiatan, sebagaimanatersebut dalam Lampiran |I.

Pasal 13

(1) Jumlah angka kredit kumulatif paling rendah yang harus dipenuhi
oleh setiap PNS untuk dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa dan kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa adalah
sebagaimana tersebut dalam Ltampiran 1, ll, dan IV Peraturan
Menteri ini.

(2) Jumlah angka kredit kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:

a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal
dari unsur utama; dan

b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari
unsur penunjang.
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Pasal 14

(1) Pemeriksa yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit
yang disyaratkan untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih
tinggi, kelebihan angka kredit tersebut diperhitungkan untuk
kenaikan jabatanlpangkatberikutnya.

(2) Pemeriksa yang pada tahun pertama telah memenuhi atau melebihi
angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat dalam masa
pangkat yang didudukinya, maka pada tahun kedua diwajibkan
mengumpulkan paling kurang 20% (dua puluh persen) angka kredit
dari jumlah angka kredit yang disyaratkan untuk kenaikan
jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan
pemeriksaan.

Pasal 15

Pemeriksa yang akan naik jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi
diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari unsur pengembangan
profesi sebagai berikut:

a. Pemeriksa Pertama paling rendah 3 (tiga) angka kredit;

b. Pemeriksa Muda paling rendah 6 (enam) angka kredit;

c. Pemeriksa Madya paling rendah 12 (dua belas) angka kredit; dan

d. Pemeriksa Utama paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit.
Pasal 16

Pemeriksa Utama pangkat Pembina utama Golongan ruang IV/e, setiap

2 (dua) tahun sejak menduduki jabatan/pangkatnya wajib

mengumpulkan paling kurang 60 (enam puluh) angka kredit dari
kegiatan tugas pokok danlatau pengembangan profesi.

Pasal 17

(1) Pemeriksa yang secara bersama-sama membuat Karya tulis ilmiah
di bidang pemeriksaan, diberikan angka kredit dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis
utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;

b. apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 50% (lima puluh persen) untuk penulis
utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk
penulis pembantu; atau



c. apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian
angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk
penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen)
untuk penulis pembantu.

(2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
paling banyak 3 (tiga) orang.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria bidang, pedoman
penulisan, publikasi dan pengujian karya tulis ilmiah diatur oleh
Instansi Pembina.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
Pasal 18

(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap
Pemeriksa diwajibkan mencatat, menginventarisasi seluruh
kegiatan yang dilakukan dan menyusun laporan angka kredit.

(2) Setiap Pemeriksa mengusulkan secara hierarki DUPAK setiap
semester.

(3) Penilaian dan penetapan angka kredit Pemeriksa dilakukan paling
kurang 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum
periode kenaikan pangkat PNS.

Pasal 19
(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

a. Sekretaris Jenderal BPK bagi Pemeriksa Madya pangkat
Pembina golongan ruang IV/a sampai dengan Pemeriksa
Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang V/e;

b. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemeriksa
Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang lli/a sampai
dengan Pemeriksa Muda pangkat Penata Tingkat | golongan
ruang Hi/d dilingkungan Kantor Pusat BPK; dan

c. Kepala Perwakilan BPK bagi Pemeriksa Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang li/a sampai dengan Pemeriksa
Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang il/d di
lingkungan Kantor Perwakilan BPK.



(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:

a. Tim Penilai Pemeriksa, bagi Pejabat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a dan huruf b yang selanjutnya disebut Tim
Penilai Pusat; dan

b. Tim Penilai Pemeriksa, bagi Pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ yang selanjutnya disebut Tim Penilai
Perwakilan.

Pasal 20

(1) Tim Penilai Pemeriksa terdiri dari unsur teknis yang membidangi
pemeriksaan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional
Pemeriksa.

(2) Susunan keanggotaan Tim Penilai Pemeriksa, sebagai berikut:
a. Seorang Ketua merangkap anggota;
b. SeorangWakil Ketua merangkap anggota;

c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur
kepegawaian; dan

d. Palingkurang 4 (empat) orang sebagai anggota.

(3) Anggota Tim Penilai Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Pemeriksa.

(4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai Pemeriksa, adalah:

a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan
jabatan/pangkat Pemeriksa yang dinilai;

b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja
Pemeriksa; dan

C. dapat aktif melakukan penilaian.

(5) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) tidak dapat dipenuhi dari Pemeriksa, maka anggota Tim
Penilai dapat diangkat dari' PNS lain yang memiliki kompetensi
untuk menilai prestasi kerja Pemeriksa.



Pasal 21

(1) Apabila Tim Penilai Perwakilan belum dapat dibentuk karena belum

()

(1

)

3

memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai Pemeriksa yang
ditentukan, penilaian angka kredit Pemeriksa dapat dimintakan
kepada Tim Penilai Pusat.

Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai Pemeriksa
ditetapkan oleh:

a. Sekretaris Jenderal BPK untuk Tim Penilai Pusat; atau
b. Kepala PerwakilanBPK untuk Tim Penilai Perwakilan.
Pasal 22

Masa jabatan Anggota Tim Penilai Pemeriksa adalah 3 (tiga) tahun
dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai
Pemeriksa dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat
diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu)
masa jabatan.

Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai Pemeriksa yang ikut dinilai,
maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai
Pengganti.

Pasal 23

Tata kerja Tim Penilai Pemeriksa dan tata cara penilaian angka kredit
Pemeriksa ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal BPK.

Pasal 24

Usul penetapan angka kredit Pemeriksa diajukan oleh:

a.

Pejabat struktural setingkat eselon | kepada Sekretaris Jenderal
BPK, bagi Pemeriksa Madya pangkat Pembina golongan ruang {V/a
sampai dengan Pemeriksa Utama pangkat Pembina Utama
golongan ruang IV/e di lingkungan Kantor Pusat BPK pada satuan
kerja eselon I tersebut.

Pejabat struktural setingkat eselon I, berdasarkan pengajuan dari
Kepala Perwakilan BPK, kepada Sekretaris Jenderal BPK, bagi
Pemeriksa Madya pangkat Pembina golongan ruang {V/a sampai
dengan Pemeriksa Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang
IV/e di lingkungan Kantor Perwakilan BPK pada satuan kerja eselon
| tersebut.



C.

(1)

()

Pejabat struktural setingkat eselon Ht kepada Kepala Biro SDM,
bagi Pemeriksa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang
Il/a sampai dengan Pemeriksa Muda pangkat Penata Tingkat |
golongan ruang I/d di lingkungan Kantor Pusat BPK pada satuan
kerja eselon il tersebut.

Pejabat struktural setingkat eselon Hl kepada Kepala Perwakilan
BPK, bagi Pemeriksa Pertama pangkat Penata Muda golongan
ruang lli/a sampai dengan Pemeriksa Muda pangkat Penata
Tingkat | golongan ruang lli/d di lingkungan Kantor Perwakilan BPK
pada satuan kerja eselon Ilf tersebult.

Pasal 25

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang
menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertirnbangkan
kenaikan jabatan/pangkat Pemeriksa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit tidak
dapat diajukan keberatan oleh Pemeriksa yang bersangkutan.
BAB Vil
PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA
Pasal 26

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa ditetapkan
dengan keputusan pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

@)

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa harus rnemenuhi syarat:

a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu | (S1)/Diploma 1V,
sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;

b. memiliki pangkat paling rendah Penata Muda golongan ruang
Wa;

c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
{DP3) paling rendah bernilai baik dalarn 1 (satu) tahun terakhir;
dan

d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan
Fungsional Pemeriksa.



()

1)

()

(3)

Pengangkatan Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah pengangkatan yang dilakukan untuk rnengisi lowongan
formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa dari Calon Pegawai Negeri
Sipil (CPNS).

Pasal 28

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27
ayat (1), pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Perneriksa
dilaksanakan sesuai dengan formasi Jabatan Fungsional
Pemeriksa.

Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di
bidang Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian
Negara.

Pedoman perhitungan beban kerja dan penyusunan formasi
Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), mengikuti ketentuan yang diatur oleh BPK.

Pasal 29

Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) untuk kebutuhan inpassing/penyesuaian dilaksanakan
dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

1)

Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa di Kantor Pusat BPK setiap
satuan kerja eselon | ditetapkan paling banyak 339 (tiga ratus tiga
puluh sembilan).

Formasi Jabatan Fungsional Pemeriksa di Kantor Perwakilan BPK
ditetapkan paling banyak 165 (seratus enam puluh lima).

Pasal 30

Pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1) dan Pasal 28 ayat (1);

b. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun; dan

¢. memiliki pengalaman pemeriksaan paling kurang 2 (dua) tahun.



(2) Pangkat yang ditetapkan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, dan jenjang
jabatan ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

(3) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB iX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

Pasal 31

(1) Pemeriksa Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang Iil/a
sampai dengan Pemeriksa Utama pangkat Pembina Utama Madya
golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya
apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki
jabatanlpangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit
paling rendah yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi.

(2) Pemeriksa Utama dengan pangkat Pembina Utama golongan ruang
IV/e dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam 2 (dua)
tahun sejak menduduki jabatanlpangkatnya tidak dapat
mengumpulkan paling kurang 60 {enam puluh) angka kredit yang
berasal dari kegiatan pemeriksaan danlatau pengembangan
profesi.

(3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2), Pemeriksa juga dibebaskan sementara dari
jabatannya apabila:

a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat
berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3
(tiga) tahun atau pemindahan dalam rangka penurunan jabatan
setingkat lebih rendah;

b. diberhentikan sementara sebagai PNS;

c. memperoleh penugasan secara penuh di luar Jabatan
Fungsional Pemeriksa;

d. menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk
persalinan ke empat dan seterusnya; atau

e. menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
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1)

)

1)

2

3)

(4)

Pasal 32

Pemeriksa yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa

pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, melaksanakan

tugas sesuai jenjang jabatan yang baru.

Penilaian prestasi kerja dalam masa hukuman disiplin dinilai sesuai
dengan jabatan yang baru.

Pasal 33

Pemeriksa yang telah selesai menjalani pembebasan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2),
diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa apabila
telah memenuhi angka kredit yang disyaratkan.

Pemeriksa yang telah selesai menjalani pembebasan sementara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, huruf d,
dan huruf e dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional
Pemeriksa.

Pemeriksa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (3) huruf b, dapat diangkat kembali dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa, apabila berdasarkan keputusan
pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan
tidak bersalah atau dijatuhi hukuman pidana percobaan.

Pemeriksa yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (3) huruf c, dapat diangkat kernbali dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa, apabila paling kurang 4 (empat)
tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan terakhir yang
didudukinya.

Pasal 34

Pemeriksa diberhentikan dari jabatannya, apabila:

a

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1),
tidak dapat mengumpulkan-angka kredit yang disyaratkan untuk
kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi;

Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara
dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2),
tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan; atau

Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat yang telah memiliki kekuatan
hukum tetap kecuali hukuman disiplin berupa penurunan pangkat
setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun atau pernindahan
dalam rangka penurunan jabatan setingkatlebih rendah.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 35

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, jenjang Jabatan
Fungsional Auditor sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional Pemeriksa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Menteri ini, paling
lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini,
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Jabatan Fungsional Auditor Pelaksana, Auditor Pelaksana

b.

C.

Lanjutan, dan Auditor Ahli Pertama menjadi Pemeriksa
Pertama;

Jabatan Fungsional Auditor Penyelia dan Auditor Ahli Muda
menjadi Pemeriksa Muda;

Jabatan Fungsional Auditor Ahli Madya menjadi Pemeriksa
Madya; dan

Jabatan Fungsional Auditor Ahli Utama menjadi Pemeriksa
Utama.

(2) Angka kredit yang dimiliki oleh Pemeriksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sebesar angka kredit yang telah
diperolehnya.

(3) Pangkat dan golongan ruang Pemeriksa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan pangkat dan golongan ruang terakhir
yang dimiliki.

(4) Penyesuaian jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Instansi Pembina.

Pasal 36

(1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri
ini telah dan masih melaksanakan tugas sebagai pejabat struktural
eselon IV di bidang tugas pemeriksaan berdasarkan keputusan
pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa dengan ketentuan:

a. berijazah paling rendah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma 1V;

b.

pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang
Hi/b; dan

setiaqp unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan
pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan
(DP3) paling kurang bernilai rata-rata baik dalam 1 (satu) tahun
terakhir.



2)

3)

)

(2)

1)

(3)

(4)

(5)

Angka kredit kumulatif untuk penyesuaianlinpassing dalam Jabatan
Fungsional Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Menteri
ini.

Angka kredit kumulatif sebagaimana tersebut dalam Lampiran V
Peraturan Menteri ini, hanya berlaku sekali selama masa
penyesuaianlinpassing.

Pasal 37

Bagi Auditor yang sedang mengajukan penetapan angka kredit
untuk kenaikan jabatanlpangkat setingkat lebih tinggi, ditetapkan
sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor
dan Angka Kreditnya.

Bagi Auditor yang pada saat Peraturan Menteri ini ditetapkan
sedang menjalani pembebasan sementara dapat diangkat dalam
Jabatan Fungsional Pemeriksa dengan angka kredit terakhir yang
dimiliki dan dapat ditambah dengan perolehan angka kredit selama
melaksanakan tugas yang berkaitan dengan Jabatan Fungsional
Pemeriksa.

Pasal 38

Pemeriksa Pertama yang penyesuaian jabatannya berasal dari
Auditor Pelaksana melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran VI Peraturan Menteriini.

Pemeriksa Pertama yang penyesuaian jabatannya berasal dari
Auditor Pelaksana Lanjutan melaksanakan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Menteri ini.

Pemeriksa Muda yang penyesuaian jabatannya berasal dari Auditor
Penyelia melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 Peraturan Menteri ini.

Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi untuk
kenaikan jabatanlpangkat Pemeriksa Pertama sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dimaksud dalam
Lampiran VIl Peraturan Menteri ini.

Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila:

a. memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (St)/ Diploma 1V,
disesuaikan dengan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri ini.

b. naik pangkat menjadi pangkat Penata Muda golongan ruang
ii{/a, disesuaikan dengan jenjang jabatanipangkat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan
Menteriini.
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Pasal 39

(1) Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus memiliki ijazah
Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV paling lambat pada akhir tahun
2016.

(2) Apabila Pemeriksa Pertama dan Pemeriksa Muda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu
(S1)/Diploma 1V, maka Pemeriksa yang bersangkutan diberikan
angka kredit sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari angka
kredit kumulatif yang telah dimiliki yang berasal dari kegiatan diklat,
pemeriksaan, dan pengembangan profesi ditambah angka kredit
jfjazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV dengan tidak
memperhitungkan angka kredit dari unsur penunjang, sesuai pada
Lampiran VIl Peraturan Menteri ini.

(3) Apabila sampai dengan akhir tahun 2016 Pemeriksa Pertama dan
Pemeriksa Muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1)/Diploma IV, maka
Pemeriksa tersebut tetap menjalankan tugas pemeriksaan sesuai
jenjang jabatannya.

(4) Jenjang jabatan/pangkat Pemeriksa yang belum memperolehijazah
Sarjana Strata Satu {S1)/Diploma 1V, paling tinggi jenjang jabatan
Muda pangkat Penata Tingkat I golongan ruang lli/d.

Pasal 40

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit Pemeriksa Pertama

yang penyesuaiannya berasal dari Auditor Pelaksana adalah sebagai
berikut:

a. Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Pemeriksa di
lingkungan Kantor Pusat BPK; atau

b. Kepala Perwakilan bagi Pemeriksa di lingkungan Kantor Perwakilan
BPK.

Pasal 41

Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat yang berwenang
sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 dibantu oleh Tim Penilai
Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan
huruf b.



Pasal 42

Usul penetapan angka kredit Pemeriksa Pertama yang penyesuaiannya
berasal dari Auditor Pelaksana diajukan oleh:

a. Pejabat struktural setingkat eselon Il kepada Kepala Biro SDM di
lingkungan Kantor Pusat BPK pada satuan kerja eselon il tersebut.

b. Pejabat struktural setingkat eselon il kepada Kepala Perwakilan
BPK di lingkungan Kantor Perwakilan BPK pada satuan kerja
eselon Il tersebut.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur oleh Sekretaris
Jenderal BPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 44

Pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 1996 tentang
Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya sepanjang telah diatur
dalam Peraturan Menteri ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2010

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI,




LAMPIRAN | : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS!
NOMOR 17 TAHUN 2010
TANGGAL ; 2 September 2010

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA

Penll A |Pendidikan Sekolah untuk 1 Sarjana Strata Tiga (S3) ljazah _ Semua jenjang
Memperoleh {jazah/Gelar - - - —
2 {Sarjana Strata Dua (S2) ljazah 150 Semua jenjang
3 |Sarjana Strata Satu (S1)VDiploma [V ljazah 100 Semua jenjang
g |Pendidikan dan Pelatthan 1 {Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Sertifikat Tanda Lulus 6 Semua jenjang
Fungsional d| Bidang
Pameriksaan Serta Memperoleh Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemeriksaan
Surat Tanda Tamat dan Pelatihan - - . i
(STTPP) atau Sertifikat a |lamanyalebih dari 960 jam Sertifikat Tanda Lulus 15 Semua jenjang
b |lamanya antara 641 - 860 jam Sertifikat Tanda Lulus 9 Semua jenjang
2 [ [lamanya antara 481 - 640 jam Sertifikat Tanda Lulus 6 Semua jenjang
d |lamanya antara 161-480 jam Sertifikat Tanda Lulus 3 Semua jenjang
e |omanya antara 81 - 160 jam Sertifikat Tanda Lulus 2 Semua jenjang
f |lamanya antara 30 - 80 jam Sertifikat Tanda Lulus 1 Semua jenjang
Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Peran;
] - 12 Pemeriksa
Sertifikat
a |PengendaliMuty (PM) ifi Madya/Pemeriksa Utara
; ; : Pemeriksa
rtifikat
b |Pengendali Teknis (PT) Sertifika 9 Muda/Pemeriksa Madya
3 ; : - Pemeriksa
S Sertifikat A
¢ |Ketua Tim Senior (KTS) ifi [ MutaiPemeriksa Madya
d |Ketua Tim Yunior (KTY) Sertfikat 3 _ Pemerksa
Pertarma/Pemeriksa Mudal
. : & Pemeriksa
Anggota Tim Senior (ATS Sertifikat 2
& 99 (ATS) Peitarna/Pemeriksa Muda|
¢ ’;22;‘2'::: dan Pelatinan Pendidikandan Pelatihan prajabatan golongan it Sertifikat Tanda Lulus 2 Sernua jenjang
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cRonana Kerja

Pemaeriksaan (RKP) Melaksanakan administrasi datam rangka penyusunan RKP Pemaeriksa Peftama
2 Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan temaj 0.1 Pemeriksa Pertama
pemeriksaan
a |Melaksanakan administrasi  datam rangka penyusunan file 01 Pemeriksa Pertama
proposal pemeriksaan
4 |Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan RKP Data 0,1 Pemeriksa Pertama
5 |Mengumpuikan data dalam rangka penyusunan revisi RKP Data 0,05 Pemeriksa Pertama
s Meng\{mpulkan data dalam rangka penyusunan tema Data 0.48 Permeriksa Pertama
pemeriksaan
4 Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan propasal Data 016 Pemeriksa Pertama
pemeriksaan ]
8 [Menyusun tema pemeriksaan Laporan 0.2 Pemeriksa Muda
8 |Menyusun usulan RKP Laporan 0,2 Pemeriksa Muda
10 |Menyusun proposal pemeriksaan Laporan 018 Pemeriksa Muda
11 |Mengusuikan RKP Laporan 0,45 _Pemeriksa Madya
12 |Mengusutkan Revisi RKP Laporan 0,36 Pemeriksa Madya
13 [Mengusuikan tema pemeriksaan Laporan 03 Pemeriksa Madya
14 |mengusulkan proposal pemeriksaan Laporan 03 Pemeriksa Madya
15 [Mengusulkan strategi pemeriksaan Laporan 0,36 Perneriksa Madya
16 lMeraviu RKP Laporan 0.4 Pemeriksa Utama
17 ]Mereviu Revisi RKP Laporan 0,4 Pemeriksa Utama
18 JMereviu tema pemeriksaan Laporan 0,4 Pemeriksa Utama
16 [Mereviu proposal pemerksaan Laporan 0,4 Pemeriksa Utama
20 |Mereviu strategi pemeriksaan Laporan 04 Pemeriksa Utama
Perencanaan pemerlksaan ictrai :
pe 4 |Melaksanakan administrasi penyusunan P2 AKN atau P2 fle 0.4 Pemeriksa Pertama
Petwakilan
Menyusun PKP untuk pelaksansan (ugas-tugas dengan .
2 kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan PKP 0.1 Pemeriksa Pestama
IMenyusun PKP untuk pelaksanaan iugas-tugas denganj .
3 [kompleksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahuluan PKP 017 Pemeriksa Pertama
Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah) .
4 daiam pemeriksaan pendahuluan Laporan 085 Pemeriksa Pertama
Melaksanakan tugas-tugas dengan kompicksitas tinggi dalam .
5 Jpemeriksaan pendahuluan Laporan 0,74 Pemeriksa Pertama
6 lMe"Ws“" KKP uniuk pelaksanaan (ugas-tugas deng KKP 0.21 Pemeriksa Pertama

kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan




komploksitas tinggi dalam pemeriksaan pendahutuan Kk 021 Pemeriksa Pertama

8 |Melakukan pembahasan atas hasil pengawasan intem Laporan 0,12 Pemeriksa Pertama

8 |Melakukan reviu atas LHP terdahulu Laporan 0.18 Pemeriksa Pertlama

10 Meiakukan reviu atas hasil revis anggota tim terhadap LHP| Laporan 0.22 Pemeriksa Muda
terdahulu .

11 [Menyusun program pemeriksaan pendahuiuan Konsep 0,16 Pemeriksa Muda
Memimpin pelaksanaan pemenksaan pendahuluan dengan .

12 |xompleksitas rendah Laporan 15 Pemeriksa Muda
Memimpin pelaksanaan pemefiksaan pendahuluan dengan .

s kompleksitas tinggi Laporan 1.7 ‘ Pemeriksa Muda
Mengasahkan PKP anggota tim wuntuk tugas-uga .

14 pemeriksaan dengan kompleksitas rendah PKP 01 Pemeriksa Muda
Mengasahkan PKP anggota tim  untuk tugas-tugas .

15 pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi PKP 0.16 Pemeriksa Muda’

16 |Mereviu KKP Anggota tim dalam perneriksaan pendahuluan KKP 0,36 Permeriksa Muda
Menyusun laporan pemeriksaan pendahuluan dengan] 7 .

17 lkompieksitas rendah Laporan 0.54 7 Pemeriksa Muda
Menyusun laporan pemeriksaan pendahuluan  deng ’ . )

18 kompleksitas tinggl Laporan 0,56 Pemeriksa Muda

19 |Melakukan komunikasi dengan tim pemeriksaan tardahulu Laporan 0,20 Pemeriksa Muda

20 |Mereviu hasil pembahasan atas hasll pengawasan intern Laporan 0.1 Pemeriksa Muda

21 |{Menyusun konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan P2 0,40 Pemeriksa Muda

22 [Mereviu konsep P2 AKN atau P2 Perwakilan dan Ketua Tim P2 0,36 Pemeriksa Madya

23 1hfl|;'reviu* konsap program pemeriksaan pendahuiuan dari Kemaﬂ Konsep 0.3 Pemeriksa Madya

24 [Melakukan supervisi pemeriksaan pendahuluan Laporan 0,93 Pemeriksa Madya
Mereviu: KKP Anggota tim dalam pemeriksaan pendahuitiany o ”

25 |yang telah dieviu oleh Ketua Tim KKP 0.45 Pemeriksa Madya

26 %:!rewu konsep laporan pemeriksaan pendahuluan dari Ketua, Laporan 0.45 Pemeriksa Madya
Mereviu dan menyetujui konsep P2 AKN atau P2 Perwakilai .

27 | ani Pengendali Teknis w P2 064 Pemeriksa Utama
Mereviu dan menyetujul konsep program pemeriksaan )

28 | sandahuluan dan Pengendali Teknis Konsep 04 Pemeriksa Utama

29 {Mengarahkan pemeriksaan pendahuluan Laparan 0.4 Pemariksa Utama

30 {Mengarahkan pengumpuian data dan informasi Laporan 04 Pemeriksa Utama
Mereviu i K poran pemeriksaal

31 dan monyobyul kensep i3 " Konsep 0,64 Perneriksa Utama

pandahuluan dari Pengendali Teknis




sanakan tugas-as dngan komplduitas a

"

dalam pelaksanaan pemeriksaan Laporan Pemeriksa Pertama
Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas tinggl datamy .
2 pelaksanaan pemeriksaan Laporan 0.012 Pemerksa Pertama
3 ::r:::pm pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksltasL Laporan 0.02 Pemeriksa Muda
4 Ithlllnegngz:mpm pelaksanaan pemeriksaan dengan kompleksita Laporan 0.024 Pemeriksa Muda
5 [mngendallkan teknis pelaksanaan pemeriksaan Laporan 0.03 Pemeriksa Madya
6 ]Mengendaﬁkan mutu palaksanaan pemeriksaan Laporan 0.04 Pemeriksa Utama
Pelaporan Hasil Pemeriksaan 1 |Menyiapkan bahan penyusunan IHPS Data 0,21 Pemeriksa Pertama
2 |Melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP file 0,18 Pemeriksa Pertama
Menyiapkan bahan dan data unluk penyusunan LHP dalam ;
3 |pemeriksaan dengan kompieksitas rendah Data 0.14 Pemeriksa Pertama
Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP dalam .
4 pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi Data 0.14 Pemeriksa Pertama
[Menyajikan kelogisan substansi, kasidah bahasa dan
5 }kebenaran matematis dalam konsep LHP untuk perneriksaan Laporan 0,5 Pemeriksa Muda
dengan kompleksitas rendah
Menyajikan kelogisan substansi, kaidah bahasa dan
6 |kebenaran matematis dalam konsep LHP untuk pemeriksaan Laporan 0,52 Pemeriksa Muda
dengan kompleksitas tinggi
Menyusun konsep LHP sesuai unsur-unsur temuan seperti ' N
7 lkondisl. kriteria, sebab dan akibat Laporan 0.4 Pemeriksa Muda
8  |Menyiapkan usulan konsep rexomendasi BPK Laporan 0,14 Pemeriksa Muda
9 [Menyiapkan konsep surat keluar Konsep 0,14 Pemeriksa Muda
10 |Menyiapkan konsep bahan penyusunan IHPS Data 0,42 Pemeriksa Muda
|Melaksanakan  evaluasi laporan hasi  pelaksanaa ] i ] .
11 pemeriksaan Kanlor Akuntan Publik (KAP) W Hasil Evaluasi Pemeriksaan KAP 0,231 Pemeriksa Muda
12 Mera:::p:‘:n;:"wp dari segi unsur temuan dan kaidahl Laporan 0,45 | Pemeriksa Madya
13 |Mereviu usulan konsep rekomendasi BPK dari ketua tim Laporan 0,36 Pemeriksa Madya
14 lMenyusun konsep Pelaporan Informasi Rahasia Laporan 0,39 Pemeriksa Madya
. P::Ekukan pembahasan atas usulan konsep rakomendas&f Laporan 0.3 Pemeriksa Madya
16 |Analisa dan review konsep LHP Laporan 0,39 Pemeriksa Madya
17 |Membuat surat keluar Surat - 0,24 Pemeniksa Madya
Menyusun laporan evaiuasi atas hasil . . . X
18 Ipemem n Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasil Evaluasi Pemeriksaan KAP 0,462 .Pemenksa Madya
19 ]Merevnew usulan konsep rekomendasi BPK Laporan 0,32 Pemeriksa Utama




revsew suaian LHP dr eme

Laporan

Pemeriksa Utama

Keuangan Negara (SPKN)
21 _|Mereviu dan menyetujui LHP Laporan 0.2 Pemeriksa Utama
22 |Melaporkan indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) Laporan 032 Peteriksa Utama
23 |Mereview Konsep Pelaporan Informasi Rahasia Laporan 0,24 Pemerksa Utama
24 |Mereview konsep bahan penyusunan iHPS Laporan 0,48 Pemerksa Utama
Mereviu laporan avaluasi atas hasil pelaksanaan psmeriksaan) . . . -
25 |kantor Akuntan Publik (KAP) Hasil Evaluasi Pemerksaan KAP 0,693 Perheriksa Utama
Pemantauan Tindak Lanjut HasH - . " . .
Pemeriksaan ) 1 IMelaksanakan adminisirasi dalam pemantauan tindak lanjut file 0,18 Pemeriksa Pertama
2 lMeny‘apkan bahan pemantauan tindak lanjut data 0,12 Pemeriksa Pertama
3 [Melaksanakan Pemantauan tindak Lanjut Laporan 0,16 Pemeriksa Pertama
Melaksanakan penelaahan jawaban tindak lanjut dari enti .
4 vang diperiksa . Laporan 0,32 Pemeriksa Muda
Menyusun laporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari ,
entitas yang diperiksa Laporan 0,36 Pemenks? Muda
Mereviu taporan penelaahan jawaban tindak lanjut dari enti ' o
(] yang diperiksa lasf Laporan 0,3 Pemeriksa Madya
Mereviu dan menystujui laporan penelaahan jawaban tindak .
7 ]lanjut dari entitas yang diperiksa. Laporan 0,6 Pemeriksa Utama
Evaluasi Pemeriksaan Membuat penilaian anggota tim sias pelaksanaan) - )
1 |pemeriksaan dengan kompleksitas rendah form penilaian 0.16 Pemeriksa Muda
Membuat penilaian anggota tim atas pelaksanaan i .
2 | pemeriksaan dengan kompleksitas tinggi form penilaian 016 Pemeriksa Muda
3 |Menilal kinerja ketua im Laporan 0,24 Pemeriksa Madya
4 JMelakukan review silang (Antar Pengendali Teknis) Laporan 03 Pemeriksa Madya
5 [ Menilai kinerja pengendall teknis Laporan 0.32 Pemeriksa Utama
6 ]Melakukan review silang (Antar Pengendali Mutu) Laporan 0,48 Pemenksa Utama
Pemantauan Kerugian Manyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian ganti ) )
Negara/Dasrah 1 keru gian negara/daerah 1 data 0,21 Pemeriksa Pertama
Melaksanakan pemantauan proses penyelesaian ganli ' )
2 ikerugian negara/daerah Laporan 0.2 Pemeriksa Pertama
Memimpin pemantauan proses penyelesaian ganti kemgian{ B L
3 |negara/daeran Laporan 0.4 Pemeriksa Muda
4  |Menyusun laporan pemantauan ganti kerugian negara/daerah Laporan 0,26 Pemeriksa Muda
5§ |Meraviu laporan pemantauan ganti kerugian negara/daerah Laporan 045 Pemeriksa Madya
5 Mereviu dan menyetujui laporan pemantauan ganti kerugian) Laporan

negara/daerah

0,6

Pemeriksa Utama




‘ Ponombm ]

Profes!

Pembuatan Karya Tul
limiah di Bidang Pemerikssan

pemeriksaan yang dipublikasikan:

Membuat Karya tulis/karya ilmiah hasil penelitan di bidang

Dalam bentuk buku dan jumal yang dilerbitkan dan|

Buku

3 |diedarkan sacara intemasional 15 Sernua jenjang
Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan . .

b nasional Buku 12,5 Semua jenjang

¢ |Dalam majalah yang diakui cleh Instansi Pembina naskah 6 Semua jenjang

Membuat Karya tulis’karya limiah hasil penelitian di bidang|

pemeriksaan yang tidak dipublikasikan, tetapi1

didokumentasikan di perpustakaan:

a |Dalam bentuk buku Buku 8 Semua jenjang

b !Dalam bentuk naskah naskah 4 Semua jenjang

Membuat tinjauan dan uiasan imiah hasi gagasan sendiri il

bidang pemeriksaan yang dipublikasikan:

a Dal.am bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara Buku 8 Semua jenjang
nasional ‘

b |Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina naskah 4 Semua jenjang

Membuat tinjauan dan ulasan iimiah hasil gagasan sendir d

Ibidang pemeriksaan yang tidak dipublikasikan:

a |Dalam bentuk buku Buku 7 Semua jenjang

b [Dalam bentuk naskah naskah 3,5 Semua jenjang

Membuat tulisan ilmiah di bidang pemeriksaan yang

disebarluaskan melalui media massa yang merupakan saty] naskah 2 Semua jenjang

kesatuan

Membuat karya tulis’karya ilmiah berupa prasaran, tinjatian,

gagasan atau ulasan imiah yang disampaikan dalam‘ makalah 25 Semua jenjang

perteruan ilmiah atas inisiatif sendiri

B [Penerjemahan/Penyaduran Buku Menerjemahkan/menyadur di  bidang pemeriksaan yang|
dan Bahan-Bahan Lainnya di dipublikasikan
Bidang Pemeriksaan Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secaral Buku ; o

2 Jnasional Semua jenjang
Dalam bentuk majalah yang diakui oleh Instansi Pembina Buku 3,5 Semua jerjang

Terjemahan/saduran di bidang pemeriksaan yang tidak

dipublikasikan

a |Dalam bentuk buku Buku 3 Semua jenjang

{b |Dalam bentuk naskah naskah 1.5 Semua jenjang




——

Bimbingan Bagl Pemeriksa di Merencanakan bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenja -
Bawah Jenjang Jabatannya/Tutorial jabata Autorial profesi d Laporan , 0.020 ~Semua @png
Profesi Melaksanakan Dimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjeng) -
jabatann ial profesi, per 2 jam Laporan 0.035 Semua jenjang
Evaluasi dan perolehan hasil bimbingan bagi Pemeriksa di| ] L
i h jeniang jabatannyaAutorial profesi Laporan 0.050 Semua jenjang
Kegiatan Pengembangan Mengikuti program magang/job attachment pada Lembaga Ltaporan magang dan instruksi
Kompaetensi di Bldang Pemeriksaan {Femeriksaan setingkat BPK di negara lain Dinas ‘
a is.d. 3bulan <] Semua jenjang
b {3 -6 bulan 9 Semua jenjang
¢ |> 6 bulan 15 Semua jenjang
Melakukan pelatihan di kantor sendiri/in House Training
Nota persetujuan, Surat Penintah
a {sebagai pesera Penugasan (SP2), Daftar Hadir, 0,1 Semua jenjang
dan materi pelatihan.
) ) Nota persetujuan, SP2, Daftar o
b {sebagai pengajar Hadir, dan materi pelatihan. 025 B Semua jenjang
Mengikuti kegiatan pemaparan (ekspose),
draft/pedoman/modulffatwa yang berkaitan dengan tuga:
pemerksaan e )
a [sebagai peseria SP2, dan makalah pemaparan 0.1 Semua jenjang
b |sebagai pembicara $P2, dan makalah pemaparan 0,25 Semua jenjang
Mengikuti bimbingan teknis yang terkait tugas pemenksaan Sertifikat 0.5 Sernua jenjang
Melaksanakan studi banding di bidang pemenksaan Laporan 1 Semua jenjang
— " : . I SP2yang dilegalisasi Atasan
Memaparkan hasil diklat/studi banding, dan lainnya terkai L
N Langsungnyadan Makalah 0,5 Serfiua jenjang
dengan transfer of knowledge secara internal pemaparan
Memperoleh sertifikat profesi yang berkaitan dengan bidang
‘|pemeriksaan yang penerbitannya berasai dan: ) ) )
a jLuar Negeri Sertifikat CISA, ClA dll 35 ~ Semua jenjang
b {Dalam Negeri Sertifikat Ak, BAP, QlA, dil 2 ~ Semua jenjang
‘{Partisipasi dalam Pengembangan Menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman dan afai . o
Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan sislem yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan SP2, dan faporan kegiatan 0.2 Semua jenjang
dan P.tunjuk Teknis Pemeriksaan lMonylapkan bahan " -
penyempumaan pedoman dan atau . L
yang ¢ itan dengan tugas pemerik SP2, dan laporan kegiatan 0,2 Semua jenjang
i bahan unan k dan atau jukni " .
Wlm n pemyus konsep jukla I SP2, dan laporan kegiatan 10,2 Sermua jenjang
SP2, dan laporan kegiatan 0,15 Semua jenjang




Memperoleh Gelar Kehormatan Akademis

Penghargaan

Sernua jenjang

- Semua jenjang

2 {Sarjana Strata I} {S3) ljazah/Gelar 15

3 |Sarjana Strata it (S2) fjazah/Gelar 10 Semua jenjang

4 |Sarjana Strata | {S1)/Diploma IV ljazatvGetar 5 Semua jenjang
Perolehan Penghargaan/Tanda Mamperoleh penghargaanianda jasa Satyalencana Karyar

1

Jasa Satya ) B ]
a {10 tahun piagam 1 Semua jenjang
b |20 tahun piagam 2 Semua jenjang
c |30 tahun piagam 3 Semua jenjang

2 [Memperoleh panghargaantanda jasa fainnya
a |Tingkat it piagam 1 Semua jenjang
b [Tingkatll piagam 2 Semua jenjang
¢ |Tingkat) piagam 3 ~ Semua jenjang

Kepanitiaan Pengembangan Menjadi Panitia Pengembangan Pemerksaan dan atau

Pemsriksaan dan atau Kelembagaan, sebagai: )

Kelembagaan a lPenanggungjawab dan wakil SK Panitia 0.5 Semua jenjang
b INamsumbef SK Panitia 0.5 Semua jenjang
¢ |ketua, wakil ketua SK Panitia 04 Semua jenjang
d [sekrelaris SK Panitia 0.25 Semua jenjang
e langgota SK Panitia 0.25 Semua jenjang

Keanggotsan dalam Tim Penilal Menjadl anggota Tim Penilai Angka Kredit Pemeriksa secaral Surat tugas .

Jabatan Pemeriksa akiif, seliap DUPAK SK PAK 0.04 Semua jenjang

::n%ajarllnmm;‘r‘l,::lr::rmber 1 m:};ﬂén:sr:gg:ﬂinsqu;wmmsum pada Pusdiklat BPK] Surat keterangan mengajar dari

" Peryusunan am - Per i penyelenggara, jadwal mengajar, 0,04 Semua jenjang

Pendidikan dan Pelatihan dan SP2flnstruksi Dinas

2 |Menyusun modul yang berkaitan dengan bidang pemeriksaan [ - surat keputusan penunjukkan
sebagat penyusun modu! dari
Pusdiklat L
1 Semua jenjang
- modul yang telah disetujui
oleh Pusdiklat

Keanggotaan dalam Organisasi Berperan aktif sebagai anggota organisasi profesi, setiap

Profesi yang Berkaitan Dengan tahun:

Bidang Pemeriksaan 1 la lntet.na.sional Surat Keputusan pengangkatan 1 Semua jenjang
b _jNasional sebagai pengurus/anggola dalam 075 Semua jenjang
= |Propinsi organisasi profesi 0.5 Semua jenjang
kut dalam kepanitiaan organisasi profesi atau sesuai lal
belakang pendidikan

2 |a_|intemasional Surat Keputusan tentang 0.5 Semua jenjang
b {Nasional penunjukkan dalam kepanitian 0.375 Semua jenjang
el —— - ]
¢ {Propinsi organisasi profesi 0.25 Semua jenjang




Peran Serta dalam Mengikuti seminar/flokakarya di bidang pereriksaan: o
Seminar/L.okakarya di Bidang a |sabagai peserta 0.3 Semua jenjang
Pemeriksaan b |sabagal moderator Tanda peserta, sertifikat, dan SP2 0.35 Semua jenjang
¢ |sebagai pembicara/narasumber 1 Semua jenjang
Penyusunan/Pemutakhiran dan Menyusun/memutakhirkan Database Entitas Pemeriksaan Data 5 .
X S
Reviu Database Entitas ' lioer) : 0 SIT jerjang
Pemeriksaan (DEP) 2 |Reviu Database Entitas Pemernksaan (DEP) Data 03 Serhua jenjang
Penclaahan Hasil Pengaduan , Hasil telaahan atas pengaduan ‘ -
Masyarakat 9 Menelaah hasil pengaduan masyarakat mas yarakap!e 9 03 Semua jemangr
Pendamping Konsuitan dan/atau
Pimpinan, Pejabat BPK Terkalt
dengan Pengembangan Mendampingi konsultan dan atau pimpinan, pejabat BPK terkai y X L
Pemeriksaan dan/atau jdengan pengembangan pemenksaan dan atau kelermbagaan ‘ﬁ Laporan 0.02 Semua jenjang
Keloembagaan
Penyiapan Bahan dan/atau -
Pemberian Ketsrangan Ahll dalam Menyiapkan bahan dan atau memberikan keterangan ahli dala e
Peradiian Kasus Pemeriksaan Peradilan kasus pemeriksaan m\ taporan 1 Semua jenjang
. {Pembuatan Laporan Berkala ; ;
Membgat laporan bgmu tedxalt. pelaksanaan kegsataq Laporan 0.004 Sermua jenjang
pemeriksaan (Laporan mingguan, dua mingguan, dan bulanan)
MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMAS! BIROKRASI




rem

LAMP. N I PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS!

NOMOR 17 TAHUN 2010

TANGGAL : 2 September 2010

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PEMERIKSA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA {S1)/DIPLOMA |V

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT
NO UNSUR PERSENTASE PEMERIKSA
‘ PERTAMA MUDA MADYA UTAMA
lil/a ] llife liid IVia IVib Vic wvid Wie
1 [UNSURUTAMA
A. Pendidikan :
a). Pendidikan Sekolah 100 100 100 100 100 100 100 100 100
b). Diklat
B. Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan
C. Perencanaan Pemeriksaan
D. Pelaksanaan Pemeriksaan 280% 40 80 160 240 360 480 600 760
E. Pelaporan Hasil Pemeriksaan
F. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
G. Evaluasi Pemeriksaan
H. PemantauanKerugian Negara/Daerah
I. Pengembangan Profesi
2 |UNSUR PENUNJANG
. $20% 10 20 40 60 90 120 150 190
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas
Pemeriksa
JUMLAH 100 150 200 300 400 550 700 850 1050
MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA
DAN REFORMASIBIROKRASI




KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATANIPANGKAT

LAMPIRAN 11l : PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 17 TAHUN 2010

TANGGAL : 2 September 2010

PEMERIKSA DENGAN PENDIDIKAN PASCA SARJANA (S2)

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

NO. UNSUR PERSENTASE — e STRRR
PERIAMAT e mid Wia Vib Wie ivid Vie
1 |UNSURUTAMA
A Pendidikan :
a). Pendidikan Sekolah 150 150 150 150 150 150, 150 150
h. Diktat -
B. Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan
C. PerencanaanPemeriksaan
D. Pelaksanaan Pemeriksaan 2 80% 40 120 200 320 440 560 720
E. Pelaporan Hasil Pemeriksaan
F. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
G. Evaluasi Pemeriksaan
H. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah
. Pengembangan Profesi
2 |UNSUR PENUNJANG
<200
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas $20% 10 30 50 80 110 140 180
Pemeriksa
JUMLAH 150 200 300 400 550 700 850 1050

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS!




LAMERAN IV : PERATURAN MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

NOMOR 17 TAHUN 2010

TANGGAL : 2 September 2010

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PEMERIKSA DENGAN PENDIDIKAN DOKTOR( S3)

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT N
NO UNSUR PERSENTASE PEMERIKSA ’ :
) MUDA MADYA 7 ~ UTAMA
/e livid IVia Vb WVic vid Vie
1 JUNSUR UTAMA
A Pendidikan
a). Pendidikan Sekolah 200 200 200 200 200 200 200
. Diklat
B. Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan
C. Perencanaan Pemeriksaan
D. Pelaksanaan Pemeriksaan 2 80% 80 160 280 400 520 680
E Pelaporan Hasil Pemeriksaan
F Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
G. Evaluasi Pemeriksaan
H. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah
. Pengembangan Profesi
2 |UNSUR PENUNJANG
. S 20% 20 40 70 100 130 170
Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas
Pemeriksa
JUMLAH 200 300 400 550 700 850 1050

40

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI




LAMPIRAN V ;| PERATURAN MENTERI NEGARA

ANGKA KREDIT KUMULATIF

PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA

DAN REFORMASI BIROKRAS!
NOMOR 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 September 2010

UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING BAGI JABATAN FUNGSIONAL TINGKAT AHLI

ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN

No. | GOLONGAN STTBAJAZAH ATAU |
RUANG YANG SETINGKAT K‘;RANS 1 1 TAHUN 2 TAHUN 3TAHUN | 4 TAHUN/LEBIH

1 b SARJANA (S1Y D IV 150 164 175 186 197
PASCA SARJANA (S2) 150 166 177 188 199
SARJANA (S1Y D IV 200 224 247 271 204
2 i PASCA SARJANA (S2) 200 226 249 273 206
DOKTOR (S3) 200 228 251 275 298
SARJANA (S1OD IV 300 322 345 368 301
3 id PASCA SARJANA (S2) 300 325 347 370 393
DOKTOR (S3) 300 327 349 372 395
SARJANA (S1Y D IV 200 434 468 502 536
4 Via PASCA SARJANA (S2) 400 437 471 505 539
DOKTOR (S3) 400 440 474 508 542
SARJANA (S1)/ D IV 550 584 618 652 686
5 IV/b PASCA SARJANA (S2) 550 587 621 655 689
DOKTOR (S3) 550 590 624 658 692

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRAS]




LAMPIt VI PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA -

DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 September 2010

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDJT JABATAN FUNGSJONAL PEMERJKSA GOLONGAN Jl

Pendidikan Pendidikan Sekolah untuk Memperoleh | ; L
ljazah/Gelar Diplioma I ljazah Semua jenjang
B [Pendidikan dan Pelatihan Fungsional dif 1 |Mengikuti Diklat Jabatan Fungsional Pemeriksa Terampi! X o
Bidang Pemeriksaan Serta Memperoleh Sertifikat Tanda Lulus 6 Semua jenjang
Surat Tanda Tamat dan Pelatihan 2 {Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Bidang
(STTPP) atau Sertifikat Pemeriksaan
a |lamanya lebih dari 960 jam Sertifikat Tanda Lulus 15 Semua jenjang
b llamanya antara 641 - 960 jam Sertifikat Tanda Lulus 9 _Sermua jenjang
¢ [lamanya‘antara 481 - 640 jam Sertifikat Tanda Lulus 6 Semua jenjang
d |lamanya antara 161 - 480 jam Sertifikat Tanda Lulus 3 Semua jenjang
e {lamanya antara 81 - 160 jam Sertifikat Tanda Lulus 2 Semua jenjang
fJIamanya antara 30 - 80 jam Sertifikat Tanda Lulus 1 Semua jenjang
3 |Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Peran:
Pemeriksa
a |Ketua Tim Yunior (KTY) Sertifikat 3 Pertama/Pemeriksa
Muda
Pemeriksa
b [Anggota Tim Senior (ATS) Sertifikat 2 Pertama/Pemeriksa
Muda
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan Pelatihan prajabatan golongan Ii Sertifikat Tanda Lulus 1.5 Semua jenjang
Il |Pemeriksaan Penyusunan Rencana Kerja 1 [Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan . - L, ‘
' Pemeriksaan (RKP) RKP File 0,04 Pemeriksa Pertama
2 |Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan i
tema pemeriksaan file 0,04 Pemeriksa Pertama
3 [Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan ] .
proposal pemeriksaan file 0,04 Pemeriksa Pertama
4 [Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan RKP Data 0,04 Pemeriksa Pertama
5 |Mengumpulkan data dabm rangka penyusunan revisi )
RKP Data 0.02 Pemeriksa Pertama
6 |Mengumpulkan data m rangka penyusunan tema .
Do 2 delam rangkapenyusy Data 0.072 Pemeriksa Pertama
7 |Mengumpulkan data dabm rangka penyusunan proposal .
pemeriksaan ) Data 0,06 Pemeriksa Pertama
Lz




LAMPIRAN VI: PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA

DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR
TANGGAL :

RINCIAN KEGIATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA GOLONGAN I

3

A [Pendidikan Sekolah untuk Memperolsh R . ' .
jazah/Gel Diploma It ljazah 60 1 Serpua jenjang
B |Pendidikan dan Pelatihan Fungsional di | 1 |Mengikuti Dikiat Jabatan Fungsional Pemeriksa Terampil ] o
Bidang Pemeriksaan Serta Memperoleh 1 Sertifikat Tanda Lulus <] Semua jenjang
Surat Tanda Tamat dm Pelatihan 2 [Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pemeriksaan
(STTPP) atau Sertifikat
a |lamanya lebih dan 960 jam Sertifikat Tanda Lulus 15 Semua jenjang
b {lamanya antara 641 - 960 jam Sertifikat Tanda Lulus 9 Semua jenjang
¢ [lamanya antara 481 - 640 jam Sertifikat Tanda Lulus 6 Semua jenjang
d Jlamanya antara 161 - 480 jam Sertifikat Tanda Lulus 3 Semua jenjang
e {lamanya antara 81 - 160 jam Sertifikat Tanda Lulus 2 Semua jenjang
f {lamanya antara 30 - 80 jam Sertifikat Tanda Lulus 1 Semua jenjang
3 |Pendidikan dan Pelatihan serta Sertifikasi Peran:
! . . Pemeriksa
a |Ketua Tim Yunior (KTY) Sertifikat 3 Pettarna/Pemeriksa Muda
. . Pemeriksa
b iAnggota Tim Senior (ATS) Sertifikat 2 Pertama/Pemeriksa Muda
C |Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan o gicikan dan Pelatinan prajabatan golongan i A Sertifiat Tanda Lulus 15 Semua jenjang
i jPemeriksaan A :onyl)numn Rencana Kerja Pomaeriksaan| 1 [Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan RKP File 0.04 Pemeriksa Pertama
2 |Melaksanakan administrasi dalam rangka penyusunan tema
pemeriksaan " file 0,04 ' Pemeriksa Pertama
3 |Melaksanakan administrasi dalam ka penyusunan
; proposal pemeriksaan rangka pe fite 0,04 Pemeriksa Pertama
4 |Mengumpulkan data dalam rangka penyusunan RKP Data 0,04 Pemeriksa Pestama
5 [Mengumpulkan data dalam Ka revisi RKP
pu rangka penyusunan Data 0,02 Pemariksa Pertama
8 [Mengumpulkan ngka penyusunan tema
J pemerikssan data dalam Data 0, 072 Pemeriksa Pertama
7 |Mangumpulkan data dalam rangka penyusunan proposal
| conasann ang Data 0,06 Pemeriksa Pestama

42



Mel -ugas (administras)) dalam
penyusunan P2 AKN atau P2 Perwakilan

File

0,04

Pemeriksa Pertama

Melaksanakan administrasi penyusunan P2 AKN atau P2

Perwakilan file 0,04 Pemeriksa Pertama
Menyusun PKP untuk pelaksanaan tugas-tugas dengan
|kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan PKP 0,04 Pemeriksa Pertama
Melaksanakan tugas-tugas dengan kompleksitas rendah .
dalam pemeriksaan pendahuiuan Laporan 0.3 Pemeriksa Pertama
Menyusun KKP untuk pelaksanaan tygas-tugas dengan
kompleksitas rendah dalam pemeriksaan pendahuluan KKP 0,1 Pemeriksa Pertama
Melakukan pembahasan atas hasit pengawasan intern Laporan 0,048 Pemeriksa Pertama
7 WMelakukan reviu atas LHP terdahuly Laporan 0,064 Pemeriksa Pertama
m n
Pelaksanaan Pemeriksaan !:Iee“l:aekrsi::aa::n ngj:;tugas sederhana dalam pelaksanaa Laporan 0.004 Pemeriksa Pertama
Pelaporan Hasil Pemeriksaan Melaksanakan administrasi dalam penyusunan LHP File 0.072 Pemeriksa Pertama
Menyiapkan bahan penyusunan IHPS Data 0,084 Pemariksa Pertama
Menyiapkan bahan dan data untuk penyusunan LHP dalam S
pemaeriksaan dengan kompieksitas rendah Data 0.056 Pemeriksa Pertama
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Melaksanakan administrasi dalam pemantauan tindak lanjut Fil -
Pemeriksaan ile 0,072 Pemeriksa Pertama
2 [Melaksanakan Pemantauan tindak Lanjut Laporan 0,16 Pemeriksa Pertama
3 {Menyiapkan bahan pemantauan proses penyelesaian ganti . ;
Kerugian negara/daerah Data 0,084 Pemeriksa Pertama
Pemantauan kerugian negara/daerah Menyiapkan bahan pemantauan proses penyeiesaian ganti §
kerugian negara/daerah data 0,08 Pemeriksa Pertama
Melaksanakan pemantauan proses penyeiesaian ganti
Kerugian negat:/?:aarah gan data 0,08 Pemeriksa Pertama
! [Unsur Pengembangan Pembuatan Karya Tulis/Karya Umiah di Membuat karya tulis/karya ilmiah hasi) penelitian di bidang
Profesi Bidang Pemeriksaan ) pemeriksaan yang dipublikasikan:
a |Dalam bentuk buku dan jurnal yang diterbitkan dan o
diedarkan secara internasional Buku 15 Semua jenjang
b |Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan o
secara nasional Buku 12,5 Semua jerjang
¢ |Dalam majalah yang diakui oleh Instansi Pembina naskah 6 Semua jenjang
Membuat karya tulisikarya iimiah hasil penelitian di bidang
pemeriksaan yang tidak dipublikasikan, tetapi
didokumentasikan di perpustakaan:
aJDaIam bentuk buku Buku 8 Semua jenjang
b Ioalam bentuk naskah naskah 4 ‘Semua jenjang




Membuat tinjauan dan ulasan iimiah hasil gagasan sendini di
bidang pemeriksaan yang dipublikasikan:

a {Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan .
] ra nasional Buku 8 Semua jenjang
b [Datam bentuk majalah diakui oleh instansi o
Pembina majalah yang naskah 4 Semua jenjang
Membuat tinjauan dan ulasan itmiah hasil gagasan sendini di
bidang perneliksaan»yang tidak dipublikasikan:
a |Dalam bentuk buku Buku 7 Semua jenjang
b {Daiam bentuk naskah naskah 3.5 Semua jenjang
Membuat tulisan ilmiah di bidang pemeriksaan yang
disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu naskah 2 Semua jenjang
kesatuan
Membuat karya tulis/karya iimiah berupa prasaran, tinjauan,
gagasan atau ulasan iimiah yang disampaikan dalam o
periemuan iimiah atas inisiatif sendiri makalah 25 Semua jenjang
-] ererlemahmchnyadunn Buku dan Menerjemahkan/menyadur di bidang pemeriksaan yang
Bahan-Bahan Lainnya dl Bidang dipublikasikan
Pemariksaan 3 |Dalam bentuk buku yang diterbilkan dan diedarkan Sox . Soma o
secara nasional uky emua jenjang
b {Dalam bentuk majalah diakui oleh Instansi .
Pombinn jalah yang Buku 35 Semua jenjang
Teriemahan/saduran di bidang pemeriksaan yang tidak
dipublikasikan .
a [Dalam bentuk buku Buku 3 Semua jenjang
b {Dalam bentuk naskah naskah 1,5 Semua jenjang
C |Bimbingan Bagi Pemeriksa di Bawah Merencanakan bimbingan bagi Pemeriksa di bawah jenjang Pemeriksa Pelaksana
Jenjang Jabatannya/Tutorial Profesi jabatannya/tutorial profes! Laporan 0.020 Lanjutan/Pemeriksa
) Penyelia
Meiaksanakan blmtungan bagi Pgmeriksa di bawah jenjang Pemeriksa Pelaksana
jabatannya/tutorial profesi, per 2 jam Laporan 0.035 Lanjutan/Pemeriksa
Penyelia
Evaluasi dan perolehan hasil bimbingan bagi Pemeriksa di Pemeriksa Pelaksana
bawah jenjang jabatannyaftutorial profesi Laporan 0.050 Lanjutan/Pemeriksa
Penyelia
D IKegiatan Pengembangan Kompatensi di Mengikuli program magangljob aftachment pada Lembaga || aporan magang dan Instruksi
Bidang Pemeriksaan Pemeriksaan setingkat BPK di negara lain Dinas:
a |s.d. 3bulan Semua jenjang
b 13-6bulan Semua jenjang
¢ I>6 bulan 15 Semua jenjang




Melakukan pelatihan di kantor sendir//n Training
a gai peserta Nota persetujuan, Surat Perintah
Penugasan (SP2), Daftar Hadir, 0,1 Semua jenjang
dan materi pelatihan.
b |sebagai pengajar Nota persetujuan, SP2, Daftar L
Hadir, dan materi pelatthan. 0.25 Semua jenjang
3 |Mengikuti kegiatan pemaparan (ekspose),
draft/pedomar/modulfatwa yang berkaitan dengan tugas
pemeriksaan:
a |sebagal peserta SP2, dan makalah pemaparan 0,1 Semua jenjang
b jsebagai pembicara SP2, dan rakalah pemaparan 0,25 Semua jenjang
4 [Mengikuti bimbingan teknis yang terkait tugas pemeriksaan Sertifikat 05 Semua jenjang
5 [Melaksanakan studi bandlng di bldang pemeriksaan Laporan 1 Semua jenjang
© [Memaparkan hasit diklat/studi banding, dan lainnya terkait SP2 yang dilegalisasi Atasan
dengan transfer of knowledge secara internal Langsungnya dan Makalah 0,5 Semua jenjang
pemaparan
7 {Memperoleh sartifikat profesi yang berkaitan dengan bidang
pemeriksaan yang penerbitannya berasal dari:
a |Luar Negeri Sertifikat CISA, CIA dll 35 Semua jenjang
b.{Dalam Negeri Sertifikat Ak, BAP, QlA, dil 2 Semua jenjang
€ JPartisipasi dalam Pengembangan 1 |Menyiapkan bahan penyusunan konsep pedoman dan atau
" |Pedoman, Petunjuk Pelaksanaan dan sistem yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan SP2, dan laporan kegiatan 0,2 Semua jenjang
Petunjuk Teknis Pemeriksaan
2 |Menyiapkan bahan penyesmpumaan pedoman dan atau
sistem yang berkaitan dengan tugas pemeriksaan SP2, dan laporan kegiatan 0,2 Sewmua jenjang
3 |Menyi n bahan penyusinan konsep juklak dan atau §
ljukm‘:agoriksaanpe s P SP2, dan laporan kegiatan 0,2 Semua jenjang
4 |Menyiapkan bahan empumaan jukiak dan atau juknis ! .
pemyel 'kaaan penyemp! jukial ik SP2, dan laporan kegiatan 0,15 Semua jenjang
IV |Unsus Penunjang A [Perolehan Gelar Kesarjanaan Lainnya 1 |Memperoleh Gelar Keharmatan Akademis Penghargaan 15 _ Semua jenjang
2 |Sarjana Muda/Diploma 1t ljazahvGelar 4 Semua jenjang
B {Perolehan Penghargaan/Tanda Jasa 1 |Memperoleh penghargaan/tanda jasa Satyalencana Karya
Satya R )
a |10 tahun piagam 1 Semua jenjang
TL 20 tahun pfajam 2 Semua jenjang ‘
¢ 130 tahun piagam 3 Semua jenjang
2 |Memperoleh penghargaan/tanda jasa lainnya
a { Yingkat Wl piagam 1 Semua jenjang
b |Tingkat il piagam 2 Semua jenjang
¢ {Tingkat { piagam 3 Semua jenjang




cpanlﬂunPgombanm
Pemeriksaan dan/atau Kelembagaan

Menjadi ' gembangan u
kelembagaan, sebagai:

Semua jenjang

masyarakat

a |Penanggungjawab dan wakil SK Panitia 0.5
b {Narasumber/pengarah SK Panitia 0.5 Semua jenjang
¢ |ketua, wakil ketua SK Panitia 0.4 ) Semua jenjang
d |sekretaris SK Panitia 0.25 Semua jenjang
e langgota 8K Panitia 0.25 Semua jenjang
Keanggotaan dalam Tim Penilal Jabatan |Menjadi Anggota Tim Penilai Angka Kredit Pemeriksa secara Surat tugas 0.0¢ s L.
Pemeriksa aktif, setiap DUPAK SK PAK ) emua jenjang
Pengajar/instruktur/ Narasumber dan 1 {Menjadi pengajarfinstruktur/narasumber pada Pusdiklat BPK . )
Penyusunan Modul dalam Pendidikan atau instansi lain, per jam Surat Keteranga.n mengajar d?l‘l S
dan Pelatihan penyelenggara, jadwal mengajar, 0,04 Semua jenjang
dan SP2/nstruksi Dinas
2 [Menyusun modul yang berkaitan dengan bidang - surat kgputusan penunjukkan
i - modul yang telah disetujui 1 Semua jenjang
oleh Pusdiklat
Keanggotaan dalam Organisasi Profesi 1 | Berperan aklif sebagai anggola organisasi profesi, setiap
yang Berkaitan dengan Bidang tahun:
Pemeriksaan ~ *
a |intemasional —
_ Surat Keputusan pengangkatan ! _ Semua jenjang
b |Nasional sebagai pengurus/anggota dafam 0.75 Semua jenjang
< [Propinsi organisasi profesi 0.5 Semua jenjang
2 |ikut dalam kepanitiaan organisasi profesi atau sesuai latar
belakang pendidikan
a |intemasional S jeni
- Surat Keputusan tentang o8 Semua jenjang
b |Nasional penunjukkan dalam kepanitian 0.375 Semua jenjang
¢ [Propinsi organisasi profesi 0.25 Semua jenjang
Peran Serta dalam Seminar/Lokakarya di [Mengikuti seminar/lokakarya di bidang pemeriksaan:
Bidang Pemeriksaan .
g a [sebagai peserta 0.3 Semua jenjang
b |sebagai moderator Tanda peserta, sertifikat, dan SP2 0.35 Semua jenjang
¢ Jsebagai pembicara/narasumber 1 Semua jenjang
Penyusunan/Pemutakhiran dan Reviu 1 {Menyusun/memutakhirkan Database Entitas Pemeriksaan o
Database Entitas Pemeriksaan (DEP) {DEP) Data 05 Semua jenjang
2 |Reviu Database Enfitas Pemeriksaan (DEP) Data 03 VSemua jenjang
Penelaahan Hasil Pengaduan Masyarakat|{Menelaah hasil pengaduan masyarakat Hasil telaahan atas pengaduan
0,3 Semua jenjang




Pej;
dengan pengembangan pemeriksaan dan atau kelembagaan

Pimpinan, Pejabat BPK Terkalt Dengan

Pengembangan Pemeriksaan dan/atay Laporan 0.02 Semiua jenjang
Kaelembagaan

K lPenyiapan Bahan dan/atau Pemberian  {Menyiapkan bahan dan alau memberikan keterangan ahli dalam
Keterangan Ahli dalam Peradilan Kasus |Peradilan kasus pemeriksaan Laporan 1 Serhua jenjang
pemeriksaan N

L |Pembuatan Laporan Berkala Membuat laporan berkala terkait pelaksanaan kegiatan Laporan 0004 - Semua jenjang

pemeriksaan (Laporan mingguan, dua mingguan, dan bulanan)

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
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_AMPIRAN Vii : PERATURAN MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAANAPARATURNEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 17 TAHUN 2010
TANGGAL : 2 September 2010

KOMPOSISI JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK PENGANGKATANDAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
PEMERIKSA DENGAN PENDIDIKAN SARJANA MUDA/DIPLOMA i1i

NO.

UNSUR

PERSENTASE

JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT

PEMERIKSA YANG BERASAL BARI

PELAKSANA

PELAKSANALANJUTAN

PENYELIA

lc i/d

Wa i/ib

iic lvd

UNSUR UTAMA

A.

Pendidikan :
a). Pendidikan Sekolah

60 60

60 60

60 60

TIOomMmmODOm

b). Diklat

Penyusunan Rencana Kerja Pemeriksaan
Perencanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaporan Hasil Pemeriksaan

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Evaluasi Pemeriksaan

Pemantauan Kerugian Negara/Daerah
Pengembangan Profesi

Z 80%

16

32 72

112 192

UNSUR PENUNJANG

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas
Pemeriksa

S20%

28 48

60 80

100 150

200 300

48

MENTERI NEGARA

PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

DAN REFORMAS! BIROKRASI




